QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2020

_ TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu disusun Rancangan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang
Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk kewajiban Bupati
untuk memberikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan;

b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 yang
disusun telah sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 903/1297/2020
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten
Aceh Tamiang tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran
Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
2019;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang

Tahun Anggaran 2019;
“ é,{Mengingat ﬁq’,
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

\ g 11. Undang-Undang.?g&



11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

32. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor
4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016
Nomor 4);

33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 46);

34. Qamm.jig
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setelah perubahan Rp. 1.323.599.002.019,00
2. realisasi Rp. 1.278.611.526.700,20
selisih lebih /(kurang) Rp. 44.987.475.318,80

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.63.792.589.928,37, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja
setelah perubahan Rp. 1.376.386.856.164,14
2. realisasi Rp. 1.312.594.266.235,77
selisih lebih /(kurang)Rp. 63.792.589.928,37

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit)
setelah perubahan sejumlah Rp.(18.805.114.609,57),
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit)
setelah perubahan Rp. (52.787.854.145,14)
2. realisasi Rp (33.982.739.535,57)
selisih lebih /(kurang) Rp. (18.805.114.609,57)

d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan
Pembiayaan sejumlah Rp.0,00, dengan rincian sebagai

berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 55.037.854.145,14
2. realisasi Rp. 55.037.854.145.14

selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran
Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00, dengan rincian sebagai

berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 2.250.000.000,00
2. realisasi Rp. 2.250.000.000,00

selisih lebih /(kurang)Rp. 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 52.787.854.145,14
2. realisasi Rp. 52.787.854.145,14
selisih lebih /(kurang) Rp. 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 55.037.854.145,14

b. Penggunaan SAL sebagai

b. Penggunaan SAL..'%‘
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Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan Rp. 55.037.854.145,14

Sub Total Rp. 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan Anggaran

(SiLPA /SiKPA) Rp. 18.805.114.609,57

Sub Total Rp. 18.805.114.609,57

Koreksi Kesalahan

Pembukuan Tahun

Sebelumnya Rp. 0,00
d. Lain-lain Rp. 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 18.805.114.609,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per
31 Desember Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 2.648.962.985.610,63

b. Jumlah Kewajiban Rp. 31.397.921.249,03

c. Jumlah Ekuitas Rp. 2.617.565.064.361,60
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:
a. Kegiatan Operasional
Pendapatan Rp. 1.282.992.248.123,58
Beban Rp. 1.179.989.971.222,87
Surplus/Defisit dari Operasi Rp. 103.002.276.900,71
b. Kegiatan Non Operasional
Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non Operasional Rp. 1.196.148.000,00
Surplus/Defisit Sebelum
Pos Luar Biasa Rp. 104.198.424.900,71
c. Pos Luar Biasa Rp. 0,00
Surplus/Defisit — LO Rp. 104.198.424.900,71
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo kas awal

per 1 Januari tahun 2019 Rp. 55.037.854.145,14
b. Arus Kas Bersih dari

aktivitas operasi Rp. 207.412.367.633,18
c. Arus Kas Bersih dari aktivit c. Arus Kas ]'](-131}]%
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Investasi/aset non keuangan Rp. (243.680.839.790,75)
d. Arus Kas Bersih dari

aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus Kas Bersih dari

aktivitas non anggaran Rp. 1.436.521.467,00
f. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 2.879.000,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.400.978.994,00
h. Kas di BLUD Rp. 11.784.652.751,94
i. Kas di Bendahara FKTP (JKN) Rp. 5.029.846.788,86
j. Kas Dana BOS Rp. 1.120.865,00
k. Saldo kas akhir

per 31 Desember tahun 2019 Rp. 20.205.903.454,57
Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 2.526.046.801.573,85
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 104.198.424.900,71
c¢. Pendapatan

yang Ditangguhkan Rp. 0,00

d. Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp. (12.680.162.112,96)

e. Ekuitas Akhir Rp.2.617.565.064.361,60
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran;

b. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;

c. Lampiran .2 :Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;
d. Lampiran 1.3.%
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d. Lampiran [.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah menurut urusan
pemerintahan  daerah,  organisasi,

program dan kegiatan;

e. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah  untuk  keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

f. Lampiran Il : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

g. Lampiran [l : Laporan Operasional;

h. Lampiran IV  : Laporan Perubahan Ekuitas;

i. Lampiran V : Neraca;

j. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

k. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;

1. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

m. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

n. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;

0. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi)
daerah;

p. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;
q. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
daerah;

e

s. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

t. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

u. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

v. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

w. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

x. Lampiran XX :lkhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan
Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

\\/\ 397/ Pasal 12...?&&
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Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 21 Al 2020 M
30 Daulhinznh 1441 H

fl BUPATI ACEH TAMIANG, ?\&

\ &MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 2L Jub 2020 M
30 Duthiypahl 441 H

SEKRETARIS DAERAH
\R\gr KABUPATEN ACEH TAMIANG%
BASYm

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG, PROVINSI ACEH : (1/27/2020)



